SALINAN

PROVINSI LAMPUNG

FERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA PEKON, PERANGEKAT
FEKON,DAN TUNJANGAN KEPALA PEKON, PERANGEKAT PEEKON,
PENGURUS BADAN HIPPUN PEMEKONAN, RUKUN TETANGGA SERTA

Menimbang

Mengingat

HONORARIUM TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPAT] PRINGSEWL,

bahwa unmk melaksanakan Retentuan Pasal 81 Ayat (3] dan
Pasal 82 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentzang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor © Tahun
2014 tentang Desa scbhagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemnerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu menstapkan Peraburan
Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Pekon,
Perangkat Pekon, dan tunjangan Kepala Pekon, Perangkat Pekon,
Pengurus Badan Hippun Pemckonsan, Rukun Tetangga scrta
Honorarium Tahun 2017;

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negama Republik Indonesia

Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tontang
Pembentiikan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
185, Tambahan Lembaran Wegara Republik Indonesia Nomor
4932);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomeor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Numor
5495);

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Repuhiik Indonesia
Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan  Undang-Undang Nomor ¢ Tahun 2015
(Lembsran Negara Republik Indenesia Tahun 2013 Nomor
58, Tammbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2679




Menetapkan

10,

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Pergturan Pelaksanaan Undang-Undang Nemor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesis Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor
5717);

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dess (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun
2010 tenlang Pokok-pokok Pengelolaan Kcuangan Daerah
(Lembaran daerah Kabupaten pringsewu Tahun 2010 Nomor

07y;

Peraturan Dacrah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun
2013 tentang Alokasi Dana Pekon (Lembaran Daerah
Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor 03) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu
Nomor 01 Tahun 2016 {Lembaran Dacrah Kabupaten
Pringaevra Tahun 2016 Nomor 01);

Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Petunjuk tcknis pengelolaan Alokasi Dana Pekon (Lembaran
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2015 Nomor 16);

Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 20 Tahun 2015 tentang

Pedoman Pengelolaan Kcuangan Pekon (Lembaran Daerah
Kabupaten Pringsew: Tahun 2015 Nomor 203

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP
KEPALA PEKON, PERANGKAT PEKON, DAN TUNJANGAN
KEPALA PEKON, PERANGKAT PEKON, FPENGURUS BADAN
HIPPUN PEMEKONAN, RUKUN TETANGGA SERTA
HONORARIUM TAHUN 2017.




.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimalcsud dengan:

1.
2,

3.

10.

11.

Dacrah adalah Kabupatecn Pringsewy;

Pemerintah Dacrah adalah Bupati beserta Perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

Bupati adalah Bupati Pringsewu,

Pekon adalah nama lain desa di Kabupaten Pringsewu
merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul
dan/atau hak tradisional yang diakul dan dihormati dalam
sistern pemeriniahan Negara Kesatuan Republik Indoncsia;

FPemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan cleh Pemerintah Pekon dan Badan Hippun
Pemekonan dan mengatur serta mengarus kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaien
Fringsewu;

Pemerintah Pekon adalah Kepala Pckon dan Perangkat Pekon
sebagai unsur panyelenggaraan pemerintahan Pekon;

Badan Hippun Pemekonan yaeng sefanjutnya disingkat BHP
sdalah nama lain dari Badan Permusyawaraian Desa
merupakan lembaga  yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk pekon berdasarkan keterwakilan wilaynh dan
ditetapkan secara demokratis;

Kepala Pekon adalah Xepala Desa dalam Kabupaten
Pringsewu sebagai Kepala pemerintahean Pekon adalah
pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Pekon yang
karena jabatannya mempunyai kKewenangan
menyclenggarakan  keschuruhan  pengelolaan  keuangan
Pekon;

Perangkat Pekon adalah Unsur Pemerintah Pekon yang terdiri
dari Sekretaris Pekon, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan
Kepala Dusun;

Rukun Tetangga adalah lembaga yang dibentuk melzhui
musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu
menjalankan tuges pciayanan kcpada masyaraleat yang
ditetaplkan oleh kepala Pekon atau lurah.

Penghasilan tetap adalah penghasilan yang diterima oleh
Kepala Pekon dan Perangkat Pekon secara teratur setiap
bulan.




12. Tunjangan Kepala Pekon dan Perangkat Pekon adalah
tunjangan yang diberikan kepada Kcepala Pckon dan
Peranglkat Pekon selain dart penghasilan tetap.

13. Tunjangan BHP adalah tunjangan yang diberikan kepada
Ketua, Wakil Ketua, Seckretaris dan Anggota BHP dalam
rangka melaksanakan tugas dan fungst terhadap
pemerintahan Pekon.

14. Tunjangan Rukun Tetangga adalah tuntjangan yang diberikan
untuk Ketua Rukun Telangga.

15. Anggaran Pendepatan dan Belanja Daerah yang selarnjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pringsewu.

16. Anggaran pendapatan dan Belanja Pekon, selanjumya
disebut APBPekon, adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Pekon .

BAB I
PENGHASILAN TETAP KEPALA PEKON
DAN PERANGEAT PEKON

Pasal 2

(i) Kepala Pekon dan Perangkat Pekon diberikan penghasilan
tctap sctiap bulannya.

{2} Besaran penghasilan tetap Sekretaris Pekon paling sedikdit 70
% [tajub puluh perscratus) dan paling banyak 80 % (delapan
puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Pekon per
bulan.

{3) Besaran penghasilan tetap Perangkat Pekon selain Sekretaria
Pekon paling sedikit 50 % (lima puluh perseratus) dan paling
banyek 60 % (enam puhih perseratus) dari penghasilan tetap
Kepala Pckon per bulan.

(4) Besuran penghasilun ixlap sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalem lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

Paszal 3
Kepala Pekon dan Perangkat Pekan yang herstatus sebagai

Pegawai Negeri Sipil tidak berhak mensrima penghasilan tetap
dari APBPekan.




BAB 11

TUNJANGAN KEPALA PEKON, PERANGKAT PEKON,
PENGURUS BADAN HIPPUN PEMERONARN,
DAN RUKIUN TETANGGA

Pasal 4

{1} Kepala Pekon dan Perangkat Pekon diberikan tunjangan
selain penghasilan tetap.
(2} Tunjangan scbagnimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

sectiap
(3) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran | yang
rupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dupati

o

1

Pazal 5

Kepala Pekon atau penjabat kepala pekon dan Perangkat Pekon
vang berstatus secbagei Pegawai Negeri Sipil berhak menerima
tunjangan dari APBPekon.

Pasal &

(1) Pengurus Badan Hippun Pemeckonan diberikan tunjangan.

(2} Tunjangan sebagaimana dimaksud pada avat (1) diberikan
getiap bulan.

(3) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampirsn [ yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peralurun Bupati

Pasal 7

(1) Rukun Tctangga yang berkedudukan di Pekon diberikan
tunjangan.

(2} Tunjanpan sebogaimena dimaksud pada ayat (1) diberikan
setiap bulan.

(3) Besaran tunjangan schagaimana dimaksud pada avat [1)
ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran [ yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupatu




Ei

(1)

(<)
{3)
(4)
(9

BAB V
HONORARIUM

Pasal 8

Honorarium dapat diberikan kepada Pelaksana Tekmis
Pengelolaan Keuangan Pekon (PTPK Pekon), pelaksana
kegiatan dan pengurus barang;

Honorarium PTPK Pekon sebagaimena dimaksud pada ayat
{1) dapat diberikan seliap Dualan;

Honorarinm Polaksana kegiatan achagaimena  dimaloaad
pada ayat (1) diberikan per kegiatan;

Honorariurn pengurus barang Pekon sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dibenkan setiap bulan,

Besaran honorarivin sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
ditetapltan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupat

ini.

BAB VI
SUMBER PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN
DAN HONORARIUM

Pasal

Penghasilan  tetap Kepala Pekon, Porungkal Pekon, dan
Tunjangan Kepala Pekon, Perangkat Pekon, Penguirus Badan
Hippun Pemekonan dan Tunjangan Rukun Tetangga yang
berkedudukan di Pekon bersumber dan Alokasi Dans Pekon yang
ditetapkan <alam APBPekon sesuai  dengan  ketentuan
perundang-undangan yang berlaloa,

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 10

Honorariurn PTPK Pekon bersumber dari Alokasi Dana
Pekon;

Honorarlum pelaksana Kkeglatan dapat bersumber dari
Alokari Dana Pelton maupun dari Dana Desa;

{lonorarium Pengurus barang Pekon bersumber dan Alokasi
Dana Pekon;

Honorarinm sebagaimana dimakeud pada ayat (1) dan ayat
(2) ditetapkan dalam APB Pekon sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku. '




BAB V
PENUTUP

Pasal 11

Peraturen Bupatd ini mulai berlaku pada anggad
dinndangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupat ini dengan penempatannys
delam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditctapkan di Pringsewu
pada tanggal & Jamaardi 2017
PERJABAT BUFATI PRINGSEWU,

dto

YUEA SETIAWAN

Liundangkan di Pringsewu
pada tanggal 9 Jensari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGESEWU

dto

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 NOMORI{2

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupgten Pringsewu,




LAMPIRAN 11

NOMOR
TANGGAL

BESARAN HONORARIUM PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN KEUANGAN PEKON

: FERATURAN BUPATI PRINGSEWL
: 12 TAHUN 2017
g Jamigri 2017

BESARAN '
NO JABATAN HONORARIUM [Rp.) KETERANGAN
/Bulan Maksimat
Pemegang kekuasaan
l pengelolaan keuangan Pekon 350.000.00
Koordinator Pelaksana Teknis ;
2 Pengelolaar: Kenangan Pekon 250.000,00
3 | Bendahara Pekon 1.000.000,00 |

BESARAN HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN

anggaran dengan rincian sebagai berikut :

. Ketua Pelaksans kegiatan mendapat honorarium menurut jumlah paga

Homoraritm
No Pagu anggaran (Rp.) /kegiatan | Keterangan
Maksimal
1 | Pagu anggaran s.d 50 juta 300.000.00
2 |Paguanggeran 50 juta s.d 100 juta 350.000.00 |
'3 | Pagu anggaran 100 juta s.d 150 juta 200.000.00
4 | Pagu anggaran diatas 150 juta 500.000,00

pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut :

. Sekretaris Pelaksana kegiatan mendapat honorarium menurut jumlah

Honorarium
No Pagu anggaran (Rp.) /kegiatan | Keterangan
Meksimal
1 | Pagu anggaran s.d 50 juta 200.000.00
2 | Pagu anggaran 50 juta s.d 100 juta 250.000,00
3 | Pagu anggaran 100 juta s.d 130 juta 300.000,00
4 | Pagu anggaran diatas 150 juin 350.000,00




Anggota Pelaksana kegiatan mendapat honorarium menurut jumiah pagu

3.
anggaran dengan rincian sebagai berikut :
| Honorarium
| No Pagu anggaran (Rp.} /kepiatun | Keicrangan
i Maksimal
1 |Pogu anggaran s.d S0 juta 150.000.00
2 | Pagu anggaran 50 juta s.d 100 juta 200.000,00
3 | Pagu anggaran 100 juia s.d 150 juta 250.000,00
4 | Pagu anggaran diatas 150 juta 300.000,00
BESARAN HONORARIUM PENGURUS BARANG PEKON
Honorarinm
No Jabatsn (Rp.) /bulan Keterangan
Maksimal
1 i Pengurus Harang Pekon o 150.000.00

PENJAHAT BUPAT] PRINQSEWU,

dto
YU DA SETIAWAN

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupgten Pringsewu,




LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PRINGSEWLY
NOMOR r 12 TAHUN 2017
TANGGAL @ 9 Tamipri 2007

BESARAN HONORARIUM PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN KEUJANGAN PEKON

NO | JABATAN HONORARIUM [Rp.) KETERANGAN
| /Bulan Maksimal
| Pemcgang kckuasasn
! | pengelolaan keuangan Pekon 350.000.00
| Koordinator Pelaksana Teknis
2 | Pengelolaan Keuangan Pekon 250.000,50
3 | Bendahara Pekon 1 D00.000, 00
BESARAN HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN
1. Ketua Pelaksana kegiatan mendapat honhorarium menunit jumlah pagu
angearan dengan rincian sebagai berikut :
Honorarium
No Pagu enggaran iRp.) /kegiatan Keterangan
1 : Pagu anggeran s.d 50 juta 300.000.00
2 | Pagu anggeran 50 juta s.d 100 juta 350.000,00
3 | Pagu anggaran 100 juta s.d 150 juta 400.000,00
4 | Pagu anggaran diates 150 juta 500.000,00
2. Seckretaris Pelaksana kegiatan mendspat hconorarmm menurut jumlah
pagu anggaran dengan rincien scbagai berikut :
Honorarinm
No Pagu smggaran Rp.} fkegiatan Keterangan
Maksimel
1 | Pagu anggaran s.d 50 juta 200.000.00
2 | Pagu anggaran 50 juta a.d 100 juta 250.000,00
3 | Poguanggaran 100 juta e.d 150 juta 300.000,00
4 | Pagu anggaran digtas 150 juta 350.000,00




LAMPMRAN I : PERATURAN BLIPATI PRINGSEWU
NOMOR : 12 TAHUN 2017
TANGGAL : 9 Jamuari 2017

BESARAN PENGHASILAN TETAF KEPALA PEKON DAN PERANGKAT PEKON,
SERTA TUNJANGAN KEPALA PEKON, PERANGKAT PEKON, FENGURUS BADAN
HIPPUN PEMEKONAN SERTA RUKUN TETANGGA

BESARAN
FENGHASILAN
NO JABATAN TETAP TUNJANGAN | pomepANGAN
{Rp.) /Bulan
{Rp.)/Bulan Makesi
Maksimal akmmel
1 | Kepala Pekon 3.000.000,00 500.000.00
2 | Penjabat Kepala Pekon - 1.500.000,00
3 | Sekretaris Pekon 2.100.000,00 350.000,00
4 | Kepala Urusan/Seksi 1,500.000,00 250.000,00
5 | Kepala Dusun 1.500.000,00 100.000,00 -
s ] - 500.000,00
7 | Wakil Ketua BHP - 400.000,00
B | Sekretaris BHP - 300.000,00
9 | Anggota BHP - 250.000,00
10 | Rukun Tetangga - 450.000,00

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

YUBA SETIAWAN

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupgten Pringsewu,

@ JOKO SURYANTOS.H..S.IP.. M.H
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